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MOTTO 

 

“ Segalanya akan menjadi mudah bila kita bisa bersabar dan terus  

berusaha. Karena segala masalah yang timbul, Tuhan tidak akan  

memberikan jalan yang buntu, namun akan selalu ada jalan yang  

Tuhan siapkan. Kita hanya dapat menunggu dan tetap berusaha ”. 
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ABSTRAK 

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap 

Upah Pekerja Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten dengan 

hal yang melatarbelakangi adalah perhatian penulis terhadap bagaimana 

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap upah yang dibayarkan lebih 

rendah dari upah minimum sehingga terciptalah perumusan penulisan ini dengan 

tujuan, Pertama mengetahui bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap 

upah pekerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota. Kedua 

mengetahui upaya hukum dari pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab 

untuk menanggulangi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai upah minimum 

kabupaten/kota. 

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

Penelitian Hukum-Normatif yang menggunakan analisa pada kaidah-kaidah hukum 

dan peraturan perundang-undangan seperti ketetapan, keputusan, dan aturan hukum 

yang keabsahannya dapat dipertimbangkan.  

Sesuai dengan permasalahan, khususnya pertaggungjawaban pemerintah 

daerah terhadap upah minimum yang dibayarkan lebih rendah oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh. Berdasarkan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah daerah berwenang dalam menetapkan besaran upah minimum. 

Gubernur memiliki wewenang dalam menetapkan upah minimum daerahnya. 

Pengusaha dilarang untuk membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum 

yang telah ditentukan. Pemerintah daerah akan memberikan sanksi administratif 

hingga upaya pidana terhadap pelanggaran yang ada. 

 

Kata Kunci: Upah, Kewenangan, Pemerintah Daerah 
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ABSTRACT 

 

This writing is entitled Local Government Accountability for Workers' Wages 

That Are Not In Accordance With the City/District Minimum Wage with the 

background being the author's attention to how the local government's 

accountability for wages paid is lower than the minimum wage so that the 

formulation of this paper is created with the aim of, First knowing the form of 

responsibility local government against workers' wages that are not in accordance 

with the district/city minimum wage.  Second, knowing the legal efforts of the local 

government as a form of responsibility to deal with companies that do not pay 

wages according to the district/city minimum wage. 

The writing method used in this thesis uses the Legal-Normative Research 

method that uses an analysis of the rules of law and legislation such as statutes, 

decisions, and legal rules whose validity can be considered. 

In accordance with the problems, in particular the accountability of local 

governments to the lower minimum wages paid by employers to workers/ laborers.  

Based on the results of the writing, it can be concluded that the local government 

has the authority to determine the minimum wage.  The governor had authority in 

stipulating the minimum wage of his region. Employers are prohibited from paying 

wages lower than the minimum wage that has been determined.  Local governments 

will provide administrative sanctions to criminal measures against existing 

violations. 

 

Keywords: Wages, Authority, Local Government 
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